BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) REBONG PERMA|

B!SM!LLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPAYI ACEH TAMIANG,

4 Menimbang - ca. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan

4 keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan

3 ' sumber daya alam dipandang perly meinbentuk Badan Usaha Mik

: Daerah yang bergerak ¢i bidang industri dan perdagangan serta
bidang usaha (ain Yang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimang dimaksud pada huruf
4, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Perseroan Terbatas

Rebong Permai:

Mengingat o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19-‘32_tenlang Perusahaan Daerap

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor . 125,
Tambahan Lembaran Negara  Repubiik Indonesia  Nomor 4437)
e a5aimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Ung -Undang
Normor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara
Republk Indonasia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Reépubiik Indonesia Nomor 4844); '

Ta;gj__t_ﬁ__éhan- Lembaga Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Aceh
{Lempamn Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Unda'ng-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

rdl Uriq!ang-Undang_ Nomor 12 Tahun 2011 lentang  Pembentukan
Peraturan _Perzmdang-undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 20171 Nomor 82, Tambahan Lembaran: Negara

Republik Indonesia Nomor 5234):
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 lentang Tata
Cara Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tenlang
Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi| Daerah Nomor 43
Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah
dengan Pihak Ketiga.

12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerat: Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerdh Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 03);

13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pendirian Badan Usaha Mpik Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008
Nomor 7); '

14; Qanun: Kabupaten Aceh ‘Tamiang. Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28),

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan '
BUPATI ACEH TAMIANG
y 3 __&gE_Muw_S_KAN :
Merietapkan  : QGANUN TENTANG ' PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
- (PT) RE_BGME;PERMM- _

£ -:'I!'. : Ll gidtiy :

BABI
- KETENTUAN Umum.

Pasal 1

n il yang dimaksind dengan:

Kabupaten a'qarfhgi_cap'_ aten Aceh Tamiang. _

% pemerintah Paeraly Kabupaten yang sefanutiva i {.Pemerntah Kabupaten adatah
unsur penv’é?gh#' 4 “perhial ﬁﬁgﬂ@égﬁ “kabupafen: yaer!:tgelm atas- Bupafi dan
Perangkat Daerah .afbup_aten Aceh Tamia_ng. .
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Dafam Qanun
1.

(5]
m
5
w
=,
-]
Q.
)
o
=
w
]
=3

it Ko hocslnya dinili glehydaerah mefalgispenyer en:secara langsung
Idit ke %%ﬂ%%%h‘é%%@ﬁﬂkah; g ' o

5. Kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah -pemisahan. kekayaan daerah dari anggaran
dan’ belana” daefah tmuk djadikan penyertaan. [medal. daerah pada. BUMD untik
selanjutnya pemibinaan dan perg: Jolaannya, idak lagi didasarkan pada sistem anggaran

.i{ﬁ?ﬁ@%ﬁ?ﬂ?.fhaﬂh dan p didasarkan pada prinsip-

ang'sehat. o

dan belanja dasrdh, engelolagnnya.
prinsip perusakiaan'y :
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7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adatah Organ
Perseroan yang mempunyal wewenang yang tidak dil}erﬂ(anikepada Direksi atau Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Un‘dap‘g_‘NOmor 40 Tahun 2007
dan/atau Anggaran Dasar, , ol .

8. Direksl ‘adalah organ persercan yang b@fﬂ?@ﬁﬂ!@a:ﬁﬂ%ﬂﬂvmhwb penuh stas
‘pengurusan perseroar untuk kapantingan per‘seman.f'seﬁsua'ff efngan maksud dan tujuan
persercan serfa mewakili persefoan, baik di ‘dalam mavpua.di luar. pengaditan sesual

dengan ketentuan Aniggaran Dasar. e
8. Dewan Komisaris adalat; organ perseroan yang bertugas melakukiin pengawasan secara
umum dar/atau khusus sesuaf dengan Anggaran Dasar serta miéniberi nasihat kepada

10. PegawalKaryawan adalah pegawa.l!karyawan*PT:“Reboriy‘ Pemal;

.11, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ RT) adalah Anggaran Dasar dan
Anggaran Ruméh Tangga FT. Rebong Permal, ST

12. Modal dasar adalsh modal yang.ditémpatkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

. pada saat pendiian PT. Rebong Pemal,

13.!5,enyeuaan'.qual _adalah seliap . pemilikan saham atau’ benttk aset, pluteng atay .

pemasukan datam bentuk fain yang dapat dinilai qengan,uahgzm'pemsanaan laln,

14.Saham adalah buktl kepemifikan modal PT Rebong Permal yang. dinyatakan dengan
angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang memberi hak atas deviden dan
fain-lain menurut besar keciinya modal yang disetor.

BAS N
PENDIRIAN

Penna:rgyg,*?m@nygd@bpt?‘l;ﬁem Pemal. . . R

(2) Bupali” mémbasiitis . itk melskukan ‘pengurpsan administras betkaltan dengan
pendirian PT. Rebong Permai sebagaimana dimaksud pada zyat (1), sesuai dengan
ketenfuan peratiiran Perundang-undangan, : - )

- (3) Dalam melaksanalan fasiftasi sebigaimana dimaksud pada ayat Bupati dapat

' diwékﬂiomngléhbefdasarkénsurat,kuasa; C Pacs avet @ Bupati dap

“) Pendyié)n PT. Rebong Permal ini untuk jangka wakiy yang fidak ditentukan (going
mw.n' ' ’ 1_'::." o ' i

AN DA BB
o1 AUD, T AN DA AN WAKH SERDINYA PEASEROAN
' Pasaly . -

(1) Maksud didirikannya PT, Rebang. Permai adalah untuk mengelola.Bidang Perdagangan =

dan Idustri. sefta bidang: usahy dan:Jasy fain yang. mefupakany: potefisl daérah decara
Prstesanialdatam mogka pembangunarriabunalen A N Talang. - e
2 Tuiua.ﬂd?bégﬁi!s{ixazPT.R;l?qggEennalf T e e

asmeningkatican: mmmhan:paekommian-déémudg:ggap~-m§nggan.;sur;pbqg-§‘egqbgr

ehgnom BAlLnsiil agdr figaer kekyamit RS e
- b, el g BRreagangan o me

-

emdnfaatkali stinbier dayi alom deigan

Kabupaten Aceh Tamiang;

c.mgmgnqkau@ngepga atan asfh daeraty . . R . - :

d. meinbuka-lapangan sefja.dai membuka peluang dan potensi investasi secara optimal
.4nluK percepstan perumbiiian ekonomi,iKak alen-Aceh Tamiang; .~ . .

‘dan industri serta:perigelsiaan sumber daya alam,

SRR CI S b, ; , Y gt -,..1-up':1 AN LN~ AT . o
& Thenguasal teknoly), tahafenal den: msnsia Yty berkditan” defigan: perdagsingair -
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BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 4

(1) PT. Rebong Permai berkedudukan dan berkantor pusat di Karang Bary

(2) PT. Rebong Permai dapat membuka/ mendirikan cabang di daerah lain atau d fyar negeri
apabila dianggap peru ofeh Direksi atas persetujuan Komisaris melaluj RUPS sesuai
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan,

Pasal §

(1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Rebong Permai adalah :
a. melaksanakan usaha perdagangan dan jasa.
b. melaksanakan usaha pengelolaan industri,
. €. melaksanakan usaha pengelolazn bidang Pertanian, Perkebunan. Kehutanan,
Perikanan dan Kelautan;
d. bidang usaha lain yang merupakan potensi daerah yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan Perungang-undangan Yang berlaku,

(2) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekeria sara
dengan pihak lain, di dalam negeri dan/atay di luar negeri atas persetujuan RUPS.

BAB vV
ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 5

P cw
5
:
3

; gﬁ
&
d
3

- jumlah ssham Klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap
“Klasifikasi; hak hak Yangmelekat pada setiap sahiam, dan nilgi nominal setiap saham;
‘nama jabatan dan jurmiah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

_ i lenggaraan RUPS; :
lata cara pengangkatan, Penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan

p=al =
3
2
&
3
g
8
o
=
]
s

i. tatacara 15éngg(maa“n laba dan pembagian dividen.
(2) Sefain ketentuan sebighfinana’ dimaksud pada ayat- (1) /Anggaran Dasar dapat juga
memuat ketentuan lain yd_ng_ Q‘dak' bertentangan dengan Qanun ini.
(3) Anggaran Dasar tidak boieh memuat: ¥
a. ketentuan tentang Penerimaan bunga letap atas saham; dan
b. ketentuan tentarig pemberian manfaat pribadi kepada pendidi atau pikak fain.
Pasal 7

(1) Perubahan'Ar,rggamnf Dasar ditetapkan oleh RUPS.

(2) Acara méngenaf perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam
panggilan RUPS.
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(3) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dirnaksud‘ pada ayat (2)
sesuai dengan kebijakan yang dipandang lepat, dalam batas yang ditenlukan dalam
Anggaran Dasar, '

(4) Untuk pertama kali Direksi ditunjuk Bupati untuk masa Jabatan paling lama 6 (enam)
‘bulan dan dapat diperpanjang kembali paling lama untuk 1 (satu) kali masa jabatan
setelah dikonsultasikan dengan OPRKAceh Tamiang. - L5 bl

(5) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang dinyatakan lulus oleh tim uji kelayakan
dan kepatutan (it and propertest).
(6) Tim uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibentuk oleh
Komisaris dengan anggota paling banyak 11 (sebelas) orang dari :
3. Pemegang saham sesuai urutan besamya penyertaan saham yang memiliki saham
sekurang-kurangnya § % dari modal dasar,
. tenaga ahi/ Independen, ~ ‘
c. DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 17

Kriteria dan syarat untuk diangkat menjadi Direksi 1 '
« memiliki komitmen yang linggi terhadap pewusahaan dan profesional dj bidangnya;

3
2
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:
g
:
g
g
g

sehat roha::ni dan jasmani menurut Surat Keterangan Dokter pemerintah;
menyampaikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan selama melaksanakan tugasnya.

3
5
=
3
2
2
{
gr
3
g
&
3

Pasal 13

Direksi dapat diberhentikan jka:

b Meninggaldunia, .

b.  berdkhir masa jabatarinya:

" €. mengundurkan dir;

d. terbukli melakukan tindak pidana;
e. melanggar pakta inlegritas;. . -0
l. cacat seumuyy hidup yang menggangu kinerja;
9. menjadi pejabat negara atau anggota Dewan

1has
e et e

. e g K gen e BT £ e T

(1) Prosedur pengangkatari, masa jabatan, tugas dan Wew.énang: sefta pemberhentian
Ojfeks] diatur dalam Anggaran Dasar, L o ;

(2) Anggaran Dasar mengalur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhengan

Perwakilan Rakyat,

(3) Kgpu':usa'n RUPS mengenai perigan?kat_én, penggantian, dan pemberhentian Angéola
Direksi juga.a menetapkan saat mulaj berlakunya pengangkatan, penggantian, dan
psmberhenlran‘-tersebu;. CE e =

Pasal 20
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mengundurkan diri: .
dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telak memperoleh kekuatan hukum tetap;

e. dinyatakan bersalah atay terbukli menyalahgunakan kedudukan atau keadaan yang
menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang dipimpinnya berdasarkan kepu!usan
pengadilan perdata atau pengadilan niaga; ; i A

f. tersangkut tindak pidana yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat
diberhentikan sementara;

g. menjadi pejabat negara atay anggota Dewan Perwakilan Rakyat; i

h. tidak menjalankan tugasnya berturutdurut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang
dibenarkan oleh anggaran dasar perusahaan;

i. berhalangan tetap yang mengganggu kinerja.

an

BAB IX
PEGAWAUKARYAWAN

Pasal 27

(1) Pegawalkaryawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai kebutuhan msloha_l
yang ditetapkan dalam RUPS,

Untuk pertama kalj pegawalkaryawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
Seluruh Pegawai/karyawar, merupakan karyawan swasta.

Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai/karyawan diatur cleh Direksi sesuaj dengan
Anggaran Dasar, - | .

(5) Dewan Komisaris dan Direksi bukan merupakan pegawai/ karyawan perseroan,

—

(2
(3
(4

Pasal 28

(1) Pegawaifka:yawan Perseroan memperoleh penghasilan sesuaj dengan tanggung jawab,

(2) Direksi menetapkan perghasilan pegawai/ karyawan Perseroan sesuai dengan rencana
keija anggaran perusahaan.. - - s

(3) Ketentuan pokok mengenai penghasiian/gajt pegawai perseroan diatur dalam Anggaran

(4) Pegawai/ karyawan perseroan dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan
Perseroan selain dari penghasilan yang sah, '

Pasaii2g _
Perseroan” wajib mengikutseftakan Peoawalkaryawan perseroan pada program jaminan
sosial dan jaminan har tg4 sesual dengan pératuran perundang-undangan ‘dibidang
ketenagakerjaan, ’
Pasal 30

Daram__r_angka_ peningkatan kompetensi pegav}aif karyawan persérban, Direksi mengadakan
program peningkatan kzpasias sumberdaya manusia.

BAB X
TAIHUN BUKU, RENCM{; KERJA DAN ANGGARAN 7
' Pasal 31

(1) Tahun Buku PT, Rebong Permai adalah tahun takwin,
(2) Rencana Keda dan Anggaran digukan oleh Dieksi kepada Komisaris untuk memperoleh
pengesahan,

(3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku ditutup. ;
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Pasal 32

(1) Fada setiap penutupan tahun buky

» Direksi membuat laporan keuangan yang terdiri dari
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

BAB X|
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 33

(1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

(2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS
dan dialokasikan untuk '

- pemegang saham;

dana pengembangan perusahaan;

dana kesejahteraan pegawai/ karyawan;

dana pengembangan ekonomi masyarakat;

dana cadangan yang dianggap periu,

Pancw

Pasal 34

(1) Laba bersih bagian pemerintah kabupatzn menjadi pendapatan asli daerah.
(2) Bagian laba untuk pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBK tahun anggaran berikutnya.

BAB Xil
KERJASAMA

Pasal 35

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan 'Pemen'ntah, Pemerintah -
Provinsi, Pemerintah’ Kabupaten dan swasta baik di dalam maupun luar negeri.

BAB XII '
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 36

(1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan ditetapkan oleh RUPS.

(2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam Anhggaran Dasar, :

BAB Xiv
PEMBUBARAN DAN LIKUIDAS]
Pasal 37

(1) Pembubaran dan likuidasi perseroan diputuskan RUPS da

(2) Tata cara pembubaran dan likuidasi seba
dalam Anggaran Dasar.

n ditetapkan oleh Pe ngadilan.
gaimana dimaksud pada ayal (1) dituangkan

D/Adil/Qanun/ragan 201 1/klarifikasi



“11-

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sudah selesai disusun paling
lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Qanun ini.

(2) Penyusunan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dilakukan oleh tim
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

(3) Draf Anggaran Dasar yang telah disusun, selanjutnya dibahas bersama unsur DPRK
Aceh Tamiang.

Pasal 39
Qanun ini mulai bertaky pada tanggal diundangkan,

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun inj dengan
Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten,

Ditetapkan i Karang Bary

padatanggal 29 Desember 2011 M |
<z Jesemoer 2011 M
3 Shafar 1433 H

Diundangkan di Karang Bary BUPATI ACEH TAMIAN G,
Pada tanggal 29 Desember 2011 M Dto
: 3 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH ,
KABUPATEN ACEH TAMIANG, ABDUL LATIEF
Dto

. ‘ . 2 |
SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 30
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